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ABSTRAK

Pasar bebas merupakan sistem ekonomi yang saat ini banyak dianut,
tidak hanya oleh negara-negara maju, tapi juga sudah menyentuh negara-negara
berkembang. Pasar bebas meniscayakan akan pengurangan peran pemerintah
dalam eckonomi, karena mereka percaya bahwa pasar bisa mengatur dirinya
sendiri dengan kredo invisible hand. Sebagai sebuah sistem ekonomi, pasar bebas
merupakan sesuatu yang layak ditelaah dan dikaji karena menyangkut persoalan
yang mendasar dalam kehidupan umat manusia. Pengkajian pasar bebas ini juga
dibutuhkan mengingat pentingnya pemahaman dan landasan yang lebih bersifat
ideologis terkait dengan perkembangan wacana ekonomi Islam.

Pasar bebas yang meniscayakan pengurangan peran pemerintah ini belum
banyak dikaji dari sudut pandang hukum Islam. Berangkat dari pemahaman ini,
maka menganalisis sistem ini dengan kaca mata hukum Islam sangat dibutuhkan
karena menyangkut persoalan kemaslahatan umat manusia yang paling prinsip,
yaitu keselamatan agama, jiwa, harta, kehormatan dan keturunan.

Jenis penelitian ini adalah pustaka. Artinya, di sini yang menjadi bahan
penelitian adalah data dan materi tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkaitan
dengan tema penelitian ini, yaitu yang berkenaan dengan peran pemerintah dalam
pasar bebas dan sorotan hukum Islam terkait persoalan ini. Pola pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan filosofis.

Penyusun mencoba menclusuri jejak-jejak pemikiran pasar bebas, mulai
dari zaman merkantilisme, klasik sampai era neoliberal. Penclusuran dilakukan
untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam sistem ekonomi pasar
bebas. Penyusun melakukan analisis pasar bebas perspektif aliran neoliberal.
Namun penyusun mencoba membandingkan antara pemikiran Smith dengan
pemikiran aliran neoliberal untuk mencari beberapa kesamaan dan perbedaan
yang mendasar.

Dari penelusuran data ternyata terdapat perbedaan yang mendasar antara
pemikiran Smith dengan aliran neoliberal. Perbedaannya terletak dalam hal spirit
keadilan. Smith sangat memegang prinsip keadilan, karena pasar bebas sendiri
diformulasikan untuk menciptakan keadilan. Di sisi lain, pasar bebas yang
dimotori aliran neoliberal sama sekali tidak mengindahkan persoalan keadilan.
Dalam Islam sendiri, keadilan adalah salah satu tujuan syari'at Islam, yakni untuk
menjaga kemaslahatan umat manusia.

Dari hasil penelusuran data ternyata didapatkan satu simpulan, bahwa
ternyata ada perbedaan yang cukup mendasar antara peran pemerintah dalam
pasar bebas neoliberal dengan peran pemerintah menurut Islam. Menurut Islam
pemerintah tidak hanya sekadar untuk menjaga keamanan, tapi pemerintah
adalah lembaga yang harus melaksanakan amar maruf nahi munkar,
merealisasikan keadilan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan kehidupan
masyarakat yang seimbang. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya itu
pemerintah diberi kewenangan dan otoritas, termasuk untuk membuat peraturan-
peraturan yang memungkinkan tujuan syari'at Islam tercapai.
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BAB1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kapitalisme' scbagai suatu sistem dunia bermula ketika orang-orang
Eropa, yang menguasai pengetahuan pelayaran jarak jauh menghambur keluar
dari sudut kecil dunia mereka dan mengarungi lautan untuk menaklukkan,
merampas dan berdagang. Sejak saat itu, kapitalisme mulai bekerja pada dua
tataran yang berbeda tajam. Di satu sisi, ada sejumlah kecil negara-negara
dominan yang mengeksploitasi, dan di sisi lain ada jauh lebih banyak negara-
negara yang dikuasai dan dieksploitasi.”

Sebagai dasar pada setiap sistem, yang disebut "kapitalis" ialah
hubungan-hubungan di antara para pemilik pribadi atas alat-alat produksi yang
bersifat non pribadi (tanah, tambang, instalasi industri dan sebagainya yang
secara keseluruhan disebut modal atau kapital) dengan para pekerja yang biar pun
bebas namun tak punya modal, yang menjual jasa tenaga kerjanya kepada para

majiken.’

! Kapitalisme adalah istilah yang dipakai untuk menamai sistem ekonomi yang
mendominasi dunia Barat sejak runtuhnya feodalisme.

2 Pengantar dalam bukunya George Soros, Krisis kapitalisme Global, alih bahasa Dindin
Sholahudin, cet. III (Yogyakarta : Qalam, 2002), hlm. V.

? Dudley Dillard, " Kapitalisme,” dalam M. Dawam Rahrdjo, (ed), Kapitalisme, Dulu dan
Sekarang, cet. I (Jakarta: LP3ES, 1987), him. 15.



Secara ringkas dapat dikatakan bahwa filsafat ekonomi kapitalisme
tergambar pada prinsip laissez faire' dan kekuasaan tersamar. Kebebasan orang
diberikan sepenuhnya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya.” Asumsinya
adalah, /aissez faire dimaksudkan untuk menghasilkan kebahagiaan sebesar-
besarnya bagi sebanyak-banyak orang atau the greatest happiness for the greatest
number, seperti kata filsuf Inggris abad ke-18, Jeremy Bentham.®

Laissez faire yang merupakan bentuk klasik dari kapitalisme telah
mengalami modifikasi terus-menerus selama berabad-abad. Ia tetap menampilkan
citra kharismatiknya sebagai suatu model. Penampilannya ini bertambah kuat
setelah kegagalan sosialisme, penjauhan peran pemerintah yang besar dalam
ekonomi, dan reaksi keras terhadap negara kesejahteraan (welfare state). Akhir-
akhir ini, scruan-scruan yang mendukung liberalisme, atau kembali lagi sedekat
mungkin kepada model neo klasik (neoliberal) dengan intervensi pemerintah
yang minimum semakin intens.”

Tuntutan untuk meminimalisir peran dan intervensi pemerintah inilah

yang menjadi salah satu agenda dari neoliberal yang merupakan modifikasi dari

kapitalisme. Aliran neoliberal ini sangat menekankan adanya kebebasan pasar

* Laissez faire adalah istilah yang jika ditafsirkan secara bebas berarti “jangan campur
tangan”. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh para ekonom Perancis yang tergabung dalam
mashab fisiokrasi.

> Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat kontemporer, cet. I (Yogyakarta: UII
Press, 2000), him. 18.

® M.Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial ekonomi, cet. 1 (Jakarta:
LSAF,1999), him. 83.

" M.Umer Chapra, Islam dan Tantangan ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer, alih
bahasa Nurhadi Thsan dan Rizqi Amar, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti dan IIIT Malasyia, 1999),
hilm. 19.



yang tanpa batas. Seperti dikatakan Milton Friedman® kehidupan ekonomi
masyarakat paling baik berlangsung tanpa campur tangan apapun dari
pemerintah. Tingkat pengangguran masyarakat tidak scharusnya diatasi dengan
campur tangan pemerintah, melainkan diserahkan saja kepada mekanisme pasar
kerja yang bebas.” Bagi Friedman prinsipnya adalah satu, dan hanya satu
tanggung jawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber dayanya untuk
aktifitas yang mengabdi akumulasi laba.'’

Jika liberalisme klasik abad ke-18 menuntut pemerintah-pemerintah
untuk menghormati kinerja pasar sebagai salah satu cara jitu kehidupan ekonomi.
Neoliberalisme menuntut kinerja pasar bebas sebagai satu-satunya tolok ukur
untuk menilai berhasil tidaknya kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah meja
pengadilan bagi sctiap kebijakan pemerintah."’

Adam Smith, sebagai pemikir liberalisme ekonomi klasik dan dikenal
sebagai pencetus pasar bebas tetap memberi ruang pada peran pemerintah dan
setiap akumulasi kekayaan yang dilakukan oleh setiap individu tidak dilepaskan
dari kaitannya dengan proses pembangunan suatu bangsa. Menurut Adam Smith

bila dalam transaksi ekonomi dengan orang lain, tiap-tiap individu bebas

% Selain Friedrich August Von Hayek, Milton Friedman dikenal sebagai bapak ekonomi
neoliberal.

® Milton Fricdman, Capitalism and Freedom (Chicago: University of Chicago Press,
1962), hlm. 4-17.

19 Ibid., him.133.
'""'B. Herry Priyono, " Dalam Pusaran Neoliberalisme,” dalam I. Wibowo, Francis

Wahono, dkk.,(ed), Neoliberalisne, cet. I (Yogyakarta, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas,
2003), hlm. 55.



mengejar kepentingannya sendiri bukan hanya dia yang akan beruntung, tetapi
juga seluruh masyarakat.

Menurut Adam Smith'? persaingan bebas dimaksudkan agar diberlakukan
bagi pengusaha bagi kebaikan masyarakat pengusaha dan masyarakat pada
umumnya. Jika setiap pengusaha bersaing secara bebas untuk memenuhi
kebutuhan atau kepentingan konsumen maka yang diuntungkan adalah konsumen
atau masyarakat pada umumnya. Asumsi yang sejalan dengan kepercayaan
bahwa apabila setiap orang dibiarkan untuk mencapai kepentinganya sendiri (se/f
interest), maka situasi ini akan menghasilkan kebaikan masyarakat secara
keseluruhan, seperti kata Hume dan Mendevile.

Prinsip kebabasan yang ditawarkan Smith pada intinya adalah kebebasan
alami dalam ckonomi dan kcadilan. Smith membangun prinsip kebebasan
berdasarkan pemahamannya tentang hak-hak asasi manusia secara alami
(kodrati) yang kemudian dianggap sebagai hak-hak suci dalam arti tidak boleh
dilanggar. Sedangkan kebebasan merupakan salah satu dari hak hak asasi
manusia, oleh karena itu kebebasan ini secara otomatis disucikan. Pemahaman ini
oleh Smith dijadikan dasar berfikir secara logis dan dituangkan dalam sebuah
sistem ekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah pasar bebas.

Di sisi yang lain aliran neoliberalisme yang melahirkan pasar bebas yang
sekarang banyak dianut ini berbeda dengan gagasan Adam Smith. Bagi mereka
cara-cara kita bertransaksi dalam kegiatan ekonomi bukanlah satu dari berbagai

model hubungan antar manusia, melainkan satu-satunya model yang mendasari

2. A. Sonny Keraf, Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Ftika
Politik ekonomi Adam Smith, cet. I (Yogyakarta: Pencrbit Kanisius, 1996), him. 17.



semua tindakan dan relasi antar manusia, baik itu persahabatan, keluarga, hukum,
tata negara, maupun hubungan internasional. Dengan kata lain, tindakan dan
hubungan antar pribadi kita maupun tindakan dan hubungan legal, sosial dan
politik kita hanyalah ungkapan dari model hubungan menurut kalkulasi untung
rugi individual yang terjadi dalam transaksi ekonomi."

Sistem pasar bebas ini pun gagal menangkis serangan-serangan kelompok
sosialis yang menuduhnya sekadar menanggapi sinyal-sinyal harga dan
menguntungkan pemilik alat-alat produksi, yaitu para kapitalis, untuk
mengambil keputusan-keputusan yang merugikan kelompok pekerja, atau
proletariat. Jadi para kapitalis, dalam rangka memenuhi kepentingannya sendiri,
menekan ongkos sampai tingkat yang berlaku, dan dalam rangka mengatasi
tingkat kcuntungan yang scnantiasa menurun serta memusatkan kekayaan di
tangan segelintir orang saja.l4

Kenyataan menunjukkan bahwa sejak doktrin neoliberal diberlakukan dan
globalisasi'’> menjadi kenyataan, yang jelas terlihat adalah; makin meningkatnya
angka ketimpangan (incquality) atau besarnya kesenjangan atas si kaya dan si
miskin, baik di dalam negara maupun antar negara.16 The United Nations Human

Development Report, dalam laporannya pada tahun 1999 mencatat, bahwa

1* B.Herry Priyono, "Dalam, him. 54.

4 Monzer Kahf, Fkonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi
Islam, alih bahasa Machnun Husein, cet. I (Yogyakarta, Aditya Media, 2000), him. 63-64.

5 Menurut Thomas L. Friedman, globalisasi mempunyai dimensi ideologi, yaitu
kapitalisme, dan dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas.

16 Achmad Mubarak dan Roby Rasydi, "Sistem Perdagangan Bebas di Era Global:
Sejarah dan Teori Ekonomi," dalam Ali Yafie, dkk, Figh Perdagangan Bebas, cet. 1 (Jakarta:
Teraju, 2003), hlm. 74.



terhitung sejak 1994-1998, nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh 200 orang
terkaya di dunia bertambah: dari 40 milyar dolar menjadi lebih dari 1 triliyun
dolar. Aset kekayaan tiga orang terkaya lebih besar dibandingkan dengan
gabungan GNP 48 negara terbelakang. Dan jumlah milyarder di dunia meningkat
25 persen hanya dalam waktu dua tahun terakhir. Gabungan kekayaan dari 475
orang tersebut lebih besar dari gabungan pendapatan 50 persen penduduk
termiskin dari seluruh penduduk dunia."”

Di sisi yang lain pasar bebas meniscayakan pengurangan peran negara dan
pemerintah. Hal ini disebabkan aliran liberalisme klasik menginginkan adanya
persaingan sempurna di pasar. Dan mereka percaya bahwa pasar dapat mengatur
dirinya dengan adanya the invisible hand. Smith sangat mendukung motto
Laisscz Fairc Laisscz Passer, yang menghendaki campur tangan pemerintah
seminimal mungkin dalam perekonomian

Keyakinan ini dilanjutkan dan diperkuat oleh aliran neoliberal dengan
kredo meminimalisir peran negara dalam ekonomi. Pasar harus berkuasa, dan
negara harus minggir. Ajaran bahwa pasar harus bebas di mana-mana dengan
menggunduli negara inilah yang menjelma menjadi ajaran “neoliberalisme”.
Pendapat yang sering disamakan dengan “Fundamentalisme Pasar” (Market
Fundamentalism) ini memang tidak menghendaki negara hilang sama sekali,
tetapi negara harus menjadi “minimal state’. Kalau negara masih diperlukan,
maka negara hanya perlu memainkan tiga peran: menyediakan infrastruktur,

menjamin penegakan hukum, menjamin keamanan (defense). Sering sikap ini

1 Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan, alih bahasa A Widyamartaya dan
AB.Widyanta, cet. I (Yogyakarta,; Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), him. 30-31.



disingkat dengan slogan “Laissez Faire” tapi secara fundamental ini sama dengan
penolakan terhadap negara.'®

Dalam Islam, kebebasan ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang
terlepas dari setiap ikatan, seperti kebebasan yang dipahami oleh kaum Syu’aib.

Seperti yang termaktub dalam al-Qur’an :
o a1 15 Ly La 3 ¢y &yl o ghasl cpmil
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Tetapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terkait dengan keadilan yang
diwajibkan oleh Allah. Hal ini karena dalam tabiat manusia ada semacam
kontradiksi yang telah diciptakan oleh Allah padanya untuk suatu hikmah yang
menjadi tuntutan pemakmuran bumi dan kelangsungan hidup.20
Sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas
pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar
penyangga yang lain yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah sesuatu yang
bersifat sekunder. Ia adalah cikal bakal dan pondasi kokoh yang memasuki semua
ajaran dalam hukum Islam berupa aqgidah, syari’ah dan ahlak (moral) termasuk
dalam hukum mu'amalah.
Selanjutnya, Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan
hanya terbatas pada keamanan dalam negeri semata. Tapi pertanggungjawaban

pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat

8 |. Wibowo, “Emoh Negara,” dalam Neoliberalisme, hlm. 28.
' Hud (11) : 87.

2 yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa Didin
hafifudin dkk. cet. I (Jakarta: Robbani Press), hlm. 382.



yang ideal: makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta
tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberi
pertolongan kepada mereka, juga dalam masalah yang menyangkut
perekonomian. Islam berpandangan, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab
atas keadilan sosial. Sebab keadilan sosial adalah target utama di antara program
syari'ah.’!

Berangkat dari penjelasan di atas, jika pasar bebas cenderung menafikan
rasa keadilan dalam bentuk kebebasan yang tanpa batas untuk mengabdi pada
akumulasi laba dengan menafikan peran pemerintah, sedang dalam Islam
kebebasan ekonomi adalah kebebasan yang dibatasi oleh aturan-aturan normatif,
maka bagaimana peran pemerintah dalam sistem pasar bebas menurut perspektif

hukum Islam?

B. Pokok Masalah

Pokok masalah yang dapat ditarik dari latar belakang di atas adalah :
Bagaimanakah peran pemerintah dalam sistem pasar bebas menurut perspektif

hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1.Tujuan Penclitian

2TM. Faruq an-Nabahan, Sistem Ekonomi Islam, alih bahasa Muhadi Zainudin, cet. III
(Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 54-61.



Sejalan dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini
adalah mendeskripsikan peran pemerintah dalam sistem pasar bebas melalui
analisis hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah agar bisa menjadi
sumbangan pemikiran dalam khazanah pemikiran kontemporer di bidang politik
ekonomi khususnya tentang peran pemerintah dalam sistem pasar bebas dan
hukum Islam dalam menganalisa persoalan tersebut. Kegunaan lainnya adalah
penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dan referensi alternatif bagi

lembaga-lembaga yang terkait.

D. Telaah Pustaka

Adam Smith adalah seorang filsuf moral. Namun ternyata kebesaran dia
justru sebagai bapak ilmu politik ekonomi . Hal ini disebabkan oleh teorinya
tentang pasar bebas. Bukunya yang berjudul Az Inquiry Into The Nature And
Causes Of The Wealth Of Nations (selanjutnya disingkat WN), menjadi penting
justru terletak pada analisisnya mengenai sistem pasar bebas yang kemudian
dianggap sesuai untuk masyarakat modern.

Dalam perkembangannya, teori pasar bebas yang pernah dicetuskan oleh
Smith dengan liberalisme klasiknya mengalami proses modifikasi. Proses
modifikasi ini akhirnya menghasilkan satu ideologi baru, yakni neoliberalisme.

Arus neoliberalisme ini melahirkan sosok Milton Friedman yang tulisan-
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tulisannya banyak mengkampanyekan tentang perlunya kebebasan pasar yang
tanpa batas. Melalui bukunya yang berjudul Capitalism and Freedom, Friedman
mengkampanyekan keniscayaan dan keharusan sistem ekonomi pasar bebas
dianut oleh setiap negara di seluruh dunia yang ingin maju dan sejahtera.

Setiap hari dunia ini dipenuhi dengan berita, cerita, analisa ilmiah dan
ulasan populer tentang kehebatan ekonomi pasar bebas. Tetapi tidak ada buku
yang menjadi terompet ideologi neoliberal yang paling keras kecuali buku dari
Thomas L. Friedman, The Lexus and Olive Tree. Buku yang sudah diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Lexus dan Pohon Zaitun ini
menguraikan prinsip-prinsip ffee market, free trade, dan anti state intervention
ini dicetak berulang-ulang, dibaca oleh para elit, diulas dan dipuji di surat kabar,
scrta dijadikan bahan kuliah di sckolah-sckolah bisnis.”

Adam Smith merupakan salah seorang tokoh besar ekonomi madzhab
klasik. Pemikirannya banyak dikaji dan diteliti ulang oleh para pemikir
setelahnya. A. Sonni Keraf telah meneliti etika politk Adam Smith dalam
teorinya tentang pasar bebas, kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia
dengan judul Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemcrintah: Telaah atas Etika
Politik Ekonomi Adam Smith>

Arus pemikiran neoliberal yang akhir-akhir ini menggejala menimbulkan
banyak tanggapan, dari para pakar ckonomi. Keprihatinan akan menguatnya arus

pasar bebas ini banyak melahirkan counter wacana dari beberapa pakar ekonomi.

2 Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan, alih bahasa A Widyamartaya dan
AB.Widyanta, cet. [ (Yogyakarta, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), him. XIL

BA, Sonny Keraf, Pasar, hlm. 17.
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Keprihatinan ini diantaranya termanifestasikan dalam buku Neoliberalisme yang
ditulis oleh B.Herry Priyono dkk. Buku yang diterbitkan oleh Cindelaras ini
banyak mengkritik neoliberal yang melahirkan pasar bebas dalam ranah
ekonomi.

Pasar bebas yang merupakan modifikasi dari kapitalisme klasik saat ini
mengalami perkembangan yang cepat. Hal ini di antaranya disebabkan oleh
rontoknya komunisme dan sosialisme yang selama ini dikomandani oleh Uni
Soviet. Rontoknya Uni Soviet diikuti oleh beberapa negara komunis, baik di
Eropa Timur dan beberapa sekutu lainya. Hal ini seolah menguatkan akan
kadahsyatan dari kapitalisme. Hal ini banyak dikaji oleh Francis Fukuyama
dalam bukunya The End Of History and The Last Man, Kemenangan
Kapitalisme dan Demokrasi Liberal.

Monzer Kahf menggambarkan pasar bebas ini dengan mendasarkan pada
teori klasik tentang persaingan yang sempurna. Menurutnya, pasar terbentuk dari
produsen-produsen kecil dan konsumen-konsumen kecil dalam jumlah yang tidak
tertentu. Kebebasan keluar masuk (pasar) untuk memilih tehnologi dan cara-cara
produksi serta kebebasan untuk mendapatkan informasi (pasar) semuanya
dijamin oleh pemerintah. Dikatakanya bahwa di pasar seperti itu tehnologi yang
paling efisien akan bertahan. Pembagian kerja akan menjamin pemanfaatan
berbagai sumber secara maksimal dan setiap faktor produksi dinilai sesuai

dengan produktitifitas marginalnya, sedangkan harga-harga ditata pada tingkat
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yang serendah mungkin dengan bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar secara
bebas.?*

Menurut Taqyudin an-Nabhani dalam Membangun Sistem Ekonomi
Alternatif Perspektif Islam pandangan tentang teori pasar bebas yang berjalan
tanpa batas dan hilangnya kontrol negara, bertentangan dengan Islam. Sebab
perdagangan luar negeri (Foreign Trade) menurutnya merupakan salah satu
bentuk hubungan antar negara, bangsa, dan umat. Hubungan-hubungan ini harus
tunduk kepada kekuasaan negara, sehingga negaralah yang harus mengatur dan
mengarahkan perdagangan tersebut secara langsung, baik perdagangan tersebut
merupakan hubungan antar individu, hubungan ekonomi, maupun perdagangan.
Oleh karenanya, secara mutlak teori pertukaran (pasar) bebas tersebut tidak
bolch diambil. Scbab, ncgara Islam akan melarang dikcluarkannya beberapa
komoditi dan membolehkan beberapa komoditi yang lain, serta akan campur
tangan terhadap para pelaku bisnis kafir Aarbi dan mu’ahid. Meskipun terhadap
rakyatnya, negara cukup memberikan pengarahan secara umum dalam
perdagangan luar negeri mereka.”

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam bukunya Peran Nilai dan Moral dalam
Perckonomian Islam, pada dasarnya antara Islam dan ekonomi liberal ada
beberapa kesesuaian, yang dilarang oleh Allah dalam al-Qur’an adalah merugikan

hak-hak orang lain . Hal ini merupakan salah satu cacat pasar yang senantiasa

2 Monzer Kahf, Ekonomi, him. 63.

* Taqyudin an - Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, cet.
IV, alih bahasa Moh. Magfur Wachid (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), him. 343.



didominasi oleh individualisme dan kezaliman. Yusuf Qardhawi mendasarkannya

kepada firman Allah :
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Dalam ayat ini Nabi Syua’ib menganggap kecurangan dan merugikan
orang lain termasuk perbuatan yang merusak di muka bumi. Berkata Imam Al-
Qurtubi : al-Bakhsu adalah pengurangan. Dalam berdagang biasanya dengan
mencela dan melecehkan atau memanipulasi harga dan siasat untuk menambah
dan mengurangi timbangan. Scmua itu termasuk dari memakan harta orang lain
secara batil, dan terlarang dalam umat-umat terdahulu melalui lisan para rasul.”’

Umer Chapra dalam bukunya /s/am dan Tantangan ckonomi, mengatakan
bahwa negara-negara yang mempraktekkan ekonomi pasar telah mendesakkan
keunggulan sistem pasar dengan lebih bersemangat dengan apa yang pernah
terjadi. Bagaimanapun, meski kinerja negara-negara ekonomi pasar memang
benar-benar lebih baik, mereka pun telah gagal mewujudkan tujuan-tujuan materi
yang dikehendaki. Kegagalan mereka menjadi semakin mencolok dengan
ketidakstabilan ekonomi dan ketidakseimbangan makro ckonomi mereka,
tercermin dalam frekuensi fluktuasi ekonomi, laju inflasi yang lebih tinggi dan
pengangguran, defisit berlebihan dalam anggaran dan neraca pembayaran, dan

devisa luar negeri serta pasar uang dan komoditas yang mudah berubah. Negara-

26 Hud (11) : 84-85.

27 Y usuf Qardhawi, Peran, hlm. 315.
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negara sedang berkembang lebih jauh dibebani dengan kesulitan masalah
pembayaran hutang, yang tidak sekadar mengancam masa depan pembangunan
mereka, tetapi juga keschatan dan kelangsungan hidup sistem keuangan
internasional.?®

Setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa buku yang di antaranya
telah disebutkan di atas, penyusun menyadari dan dapat memposisikan diri
bahwa skripsi ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa
buku tersebut. Perbedaannya terletak pada segi obyek penelitian, di mana
penyusun berusaha secara khusus menganalisis peran pemerintah dalam sistem

pasar bebas yang banyak dianut dewasa ini menggunakan perspektif hukum

Islam.

E. Kerangka Teoretik

Manusia adalah mahluk sosial, karena sudah menjadi kodratnya hidup
bersama di dalam masyarakat. Secbagai mahluk sosial, manusia satu
membutuhkan manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat
dan selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk mencukupi
kebutuhan hidupnya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain.
Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya

dengan orang lain disebut mu'amalah®.

* Umer Chapra, Is/am, hlm. 2-3.

2 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muammalat (Hukum Perdata Islam), edisi
revisi (Yogyakarta : Perpustakaan FH UII, 2000), hlm. 11.



15

Dalam hubungan dan pergaulan tiap orang punya kcbutuhan dan
kepentingan terhadap orang lain. Dari hubungan ini timbullah hak dan kewajiban.
Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan
dalam waktu yang sama memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap
orang lain. Hubungan hak dan wajib ini diatur dengan patokan-patokan hukum.
Patokan-patokan yang mengatur hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat ini
disebut hukum mu'amalah.*’

Hukum mu'amalah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang
berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan
dan hak-hak serta penyelesaiaan persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa-
menyewa, utang piutang, gadai, hibah dan sebagainya.”'

Mu'amalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat sctiap orang
melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang menimbulkan
hak dan wajib itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia.’* Setiap
individu dalam Islam diberi kebebasan untuk mengelola dan mentasarufkan
hartanya, termasuk kebebasan dalam melakukan transaksi.*® Scbagaimana firman

Allah SWT;

(4 L ! . =
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30 1bid,
3U Ibid, hlm. 7-8.
32 Ibid,, him. 12.

3 Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, cet 11 (Yogyakarta : PT. DANA BHAKTI
WAKAF, 20002) him. 8.

3 An-Nisa” (4) : 29.
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Dalam membangun bumi (mengembangkan budaya) yang pada dasarnya
membangun manusia, hukum-hukum Islam perlu ditegakkan. Salah satu yang
sangat penting untuk melaksanakannya berbagai kegiatan ibadah manusia dalam
kegiatan ckonomi adalah menegakkan al-‘ad/ atau gist, (fair dealing). Keadilan
inilah yang membatasi manusia dari berbuat sewenang-wenang, baik untuk
dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungannya maupun dalam hubungannya

terhadap negara serta penciptanya. Sebagaimana firman Allah;
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Menurut Yusuf Qardhawi ada dua hal penting Islam menetapkan
kebebasan dalam eckonomi : vyaitu pertama keimanan kepada Allah dan
mentavhidkanNya. Esensi iman kepada Allah dalam [slam adalah Tauhid. Aqidah
dan prinsipnya tersimpul dalam kalimat /a /laha illa allah, seperti tersimpulnya
buku yang besar dalam judul. Dalam bertauhid tidak cukup, sescorang meyakini
bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, segala yang ada di antara
keduanya, apa saja yang ada di dalam keduanya dan siapa yang ada pada
keduanya.36

Kedua adalah keyakinannya terhadap manusia. Islam telah menggariskan
bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya termasuk
dalam bidang ckonomi, sesuai dengan kemuliaan dan fitrahnya yang telah

dianugerahkan oleh Allah SWT. kepadanya dan mempercayai kemuliaan serta

35 An-Nisa"(4) : 29.

3¢ Yusuf Qardhawi, Peran, him. 350.



kemampuanya yang membuatnya berhak menjadi khalifah di bumi. Allah
berfirman,;
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Allah telah menciptakan manusia dan mempersiapkannya dengan
kekuatan material dan spiritual yang memadai untuk mengemban kewenangan
khilafah ini dan untuk memakmurkan bumi berdasarkan prinsip yang
berhubungan dengan langit (wahyu). Allah yang maha tinggi kebijaksanaanNya
tidak menciptakan manusia pada satu tabiat tertentu, kemudian membuat
peraturan yang bertentangan dengan tabiat ini dan menghancurkan fitrah tersebut
sampai ke akar-akarmya. Kemudian dengan dalih ini makhlukNya akan
menentang perintah syari'ah dan keputusanNya. Namun Allah maha tinggi
kebijaksanaanNya dari bertindak seperti itu.*®
Keadilan ekonomi yang merupakan implikasi dari adanya kebebasan
ckonomi, dapat berjalan disesuaikan lingkungan di mana keputusan individu
dipandang sebagai insiatif yang utama. Kebebasan untuk memutuskan dan
berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dituntun oleh hukum-hukum agama
merupakan prasyarat bagi keadilan ekonomi. Pemerintah (atau otoritas kolektif)
memberikan pedoman-pedoman umum dan membatasi praktek-praktek yang

tidak sehat, agar memungkinkan ckonomi berkembang bebas guna merespon

37 Al-Baqarah (2) : 30-31.

3 yusuf Qardhawi, Peran, hlm. 355.



kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Partisipasi pemerintah diharapkan tampil di
bidang-bidang yang amat memerlukan kelengkapan (komplementari).3 ’

Keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula
keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam
perkataan lain, pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu
membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-
batas yang tidak bertentangan dengan hidup yang mulia.

Menurut Abu Zahrah, penegakan keadilan termasuk sasaran syari’at Islam
dari tiga sasaran yaitu :

1. Penyucian jiwa agar tiap pribadi menjadi sumber kebaikan untuk orang

lain dan bukan penderitaan.

to

Mencgakkan kecadilan yang merata.
3. Menciptakan maslahah hakiki.*

Dalam kenyataannya, ketiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama
lain. Penyucian jiwa merupakan landasan awal bagi terbentuknya suatu keadilan.
Sedangkan keadilan merupakan prasarat bagi terciptanya maslahah hakiki yang
menurut Abu Zahrah mengacu pada lima hal yang merupakan pilar-pilar
kehidupan dunia, yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.*!

Para pakar hukum Islam telah konsensus bahwa al-Qur'an merupakan

dalil atau sumber hukum Islam. Selaku dalil hukum Islam, al-Qur'an telah

3 Afzalurahman, Doktrin, him. 26.

% M. Abu Zahrah, Ushul figh , alih bahasa Saifullah Ma'shum dkk, cet. VIII (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 543-548.

1 Ibid,, hlm. 549.
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meletakkan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum tentang ikhwal hukum
Islam. Salah satu di antaranya yang paling dominan adalah prinsip maslahah atau
kemaslahatan. Dari sekian banyak ayat al-Qur'an yang menyampaikan pesan-
pesan tentang penetapan hukum (zasyrr) dapat diketahui betapa besar al-Qur'an
terhadap prinsip-prinsip maslahah (kemaslahatan) ini: sehingga para ulama
mengambil kesimpulan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan inti atau pokok
penetapan hukum Islam.*?

Selaku dalil atau sumber hukum Islam yang berfungsi sebagai penjelasan
terhadap al-Qur'an, pesan-pesan yang disampaikan oleh sunnah atau hadis selalu
sejalan dan relevan dengan al-Qur'an. Kalau al-Qur'an dalam menyampaikan
pesan-pesannya tentang hukum begitu sarat dengan prinsip-prinsip maslahah,
demikian juga halnya dengan sunnah atau hadis; di mana dalam menyampaikan
pesan-pesannya tentang hukum tidak lepas dari prinsip-prinsip maslahah
tersebut.*’

Sebagaimana telah diuraikan di atas, hukum umum penetapan hukum
Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia
maupun di akhirat. Dari beberapa ayat al-Qur'an, Hadis Nabi, dan tindakan para

sahabat dapat diketahui bahwa tak satu pun penetapan hukum Islam yang

42 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Gazali: Maslahat Mursalah dan
Relevansinya dengan pembaharuan Hukum Islam, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), him. 30.

# Ibid, hlm. 38.



terlepas dari tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Hal ini sejalan
dengan misi Islam secara keseluruhan sebagai Rahmatan il ‘alamin. “

Imam al-Gazali* mengemukakan pengertian maslahat adalah mengambil
manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan
syara'. Tujuan syara' yang dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Apabila sescorang melakukan suatu perbuatan yang pada
intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka
perbuatannya dinamakan maslahat. Di samping itu, upaya untuk menolak segala
bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut,
juga dinamakan maslahat. Dalam kaitan ini, Imam asy- Syatibi*® mengatakan
tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena
apabila kedua kemaslahatan terscbut bertujuan untuk memclihara kelima tujuan
syara' di atas, maka keduanya termasuk dalam konsep maslahat. Karenanya
menururt Imam asy-Syatibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba
Allah SWT. harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.’

Bahwa setiap penetapan hukum Islam itu pasti dimaksudkan untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia scbenarnya secara mudah dapat
ditangkap dan dipahami oleh setiap insan yang masih orisinal fitrah dan rasionya.

Sebab, hal itu bukan saja dapat dinalar, tetapi juga dapat dirasakan. Fitrah

“ Ibid, hlm. 57.

* Sosok yang sering disebut Hujjatul Islam ini adalah ahli fikih dari kalangan mazhab
Syafi'i.

6 Ahli usul fikih Mazhab Maliki.

¥ Ensiklopedi Hukum Islam, cet. I (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), IV:
1143-1144.
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manusia selalu ingin meraih kemaslahatan dan kemaslahatan yang ingin dicapai
itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam. Potensi untuk dapat
menyingkap kemaslahatan itu pun diberikan oleh khaliq yang menetapkan hukum
Islam itu kepada manusia. Itulah sebabnya Islam oleh al-Qur'an disebut dengan
agama fitrah, yaitu agama yang ajarannya sejalan dengan fitrah manusia dan
kebenarannya pun dapat dideteksi oleh fitrah manusia.® M. Abu Zahrah
menambahkan, kalaupun ada perbedaan atau samar mengenai hakikat maslahah
tersebut, itu disebabkan perbedaan persepsi tentang maslahah itu yang berawal
dari perbedaan kemampuan intelektualitas atau terpengaruh oleh keadaan yang
bersifat lokalitas dan personal.49

Yusuf al-Qardhawi  sebagaimana dikutip oleh  Suratmaputra
mcnambahkan bahwa kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih olch
hukum Islam itu bersifat universal, kemaslahatan scjati, bersifat duniawi dan
ukhrawi, lahir, batin, material spiritual, maslahah individu juga maslahah umum,
maslahah hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik,
tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan,
orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat.>

Oleh karena tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan, peran maslahah di dalam hukum Islam sangat dominan dan

menentukan. Kalau al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil atau sumber pokok hukum

8 Ibid, hlm. 58.
4 M. Abu Zahrah, Ushul, him. 424.

30 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat, hlm. 59.
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Islam sangat memperhatikan prinsip maslahah ini, dalil atau metode Istinbat
yang lain seperti Qiyas, Istihsan, Istislah, Sadd as-Sari'ah, Istishab, dan 'Urf
dalam mengembangkan hukum Islam, semua itu pada prinsipnya mengacu
kepada maslahah (kemaslahatan). Oleh karena itu, semua produk hukum Islam,
baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun yang diperselisihkan, tak
satu pun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan maslahah.’!

Abu Zahrah menjelaskan ditinjau dari sisi kaidah umum (Qawaid
kulliyah) terdapat 3 tingkatan maslahah yang perlu diperhitungkan dalam
penetapan suatu hukum, yaitu maslahah Daruriyat (primer), Hajiyat (sekunder)
dan maslahah Tahsiniyat atau Kamaliyat (pelengkap). Dari ketiga macam
maslahah tersebut, maslahah daruriyat merupakan maslahah yang lebih dahulu
dipcrhitungkan kctimbang dua yang lain. Sementara maslahah rahsiniyat
merupakan maslahah yang terakhir diperhitungkan dari dua yang lain. Maslahah
daruri adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia terutama
dalam kehidupan beragama. Sementara maslahah Aajiyat dirumuskan oleh ulama
usul sebagai maslahah yang diperlukan manusia dalam mengatasi kesulitan-
kesulitan yang dihadapi, namun tak sampai pada tingkat yang membahayakan
kemaslahatan umum. sedangkan maslahah tafsiniyat merupakan maslahah yang
dibutuhkan oleh manusia sebagai pelengkap dan penyempurna bagi

kehidupannya.®

St Ibid,, hlm. 60.

52 M. Abu Zahrah, Ushul, him. 553-557.
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Al-Gazali membagi maslahah menjadi tiga kategori, yaitu: Maslahah
yang dibenarkan oleh syara' atau sering discbut al-masalih al-mu'tabarah, yakni
kemaslahatan yang dinyatakan secara tegas oleh dalil syara' agar dipelihara
dengan baik. Di dalamnya adalah memelihara tujuan syara’, yakni keselamatan
agama, jiwa, akal, keturunan dan keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar
itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup
aman dan sejahtera. Kemaslahatan yang termasuk kategori ini dibagi dalam 3
peringkat seperti yang sudah divaraikan di atas, yakni maslahah daruriyat,
hajiyat dan tahsiniyat. Kedua, maslahah yang dibatalkan (tidak dibenarkan oleh
syara). Maslahah ini sering disebut al-maslahah al-mulgah, yaitu suatu
kemaslahatan yang secara hukum syara' tidak termasuk dalam kategori maslahah;
dan yang kectiga adalah maslahah yang tidak ada dalil tertentu yang
membenarkan atau membatalkannya. Kemaslahatan jenis ini bersifat netral,
dalam arti tidak ditemui dalil dari a/-syari yang dapat dijadikan dasar
pembenaran atau pembatalan, yang ketiga inilah yang disebut dengan mas/ahah
mursalah.>

Maslahah mursalah terdiri dari dva kata, yaitu masfahah dan mursalah.
Menurut Abu Zahrah, yang dimaksud maslahah mursalah atau istislah lalah
maslahah-maslahah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan
tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi

atau membatalkan maslahah tersebut.**

33 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat, him. 64.

3 M. Abu Zahrah, Ushul, hlm. 427.
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Maslahah mursalah sering juga disebut dengan istislah. Istislah adalah
metodenya yang dipergunakan untuk mencari dan menemukan mas/ahah
mursalah tersebut yang kemudian berlandaskan maslahah mursalah yang
ditemukan itu, hukum Islam ditetapkan oleh mujtahid dengan menggunakan
metode istislah tadi.>

Sebagian wusuliyyun menyebutnya (maslahah mursalah) dengan Istidlal
mursal, seperti Imam Zarkasyi (W. 794 H). Istidlal mursal adalah istilah yang
sering dipakai oleh fuqaha'. Akan tetapi, al-Gazali di dalam a/-Mankhul
menyebutnya dengan istidlal sahih, sebagai kebalikan dari istidlal mursal.
Menurut al-Gazali, istidlal mursal tidak dapat dijadikan pedoman dalam
berijtihad. Dalam hal ini nampaknya al-Gazali mempergunakan istilah khusus; di
mana untuk menycbutkan maslahah mursalah, ia mempergunakan istilah zstidlal
sahih.*®

Sebagian fuqoha' dan usuliyyun menamakannya dengan munasib mursal.
Dengan demikian, maslahah mursalah, masalih mursalah, Istislah, Istidlal mursal,
Istidlal sahih (menurut al-Gazali), munasib mursal adalah beberapa istilah yang
dipakai oleh fuqoha' dan wsuliyyun untuk satu pengertian yaitu maslahah
mursalah. Penamaan istidlal dan istislah banyak ditekankan pada metodenya.
Penamaan mas/ahah dilihat dari segi bahwa hal itu merupakan hikmah dan tujuan
yang ingin diwujudkan di balik hukum yang akan ditetapkan. Disebut munasib

dilihat dari segi bahwa itu merupakan 7//at (latar belakang) yang karenanya

5 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat, hlm. 63-64.

56 Ibid.
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hukum harus ditetapkan. Dinamakan mursal (maslahah mursalah, munasib
mursal) karena hal itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu, baik yang
membenarkan maupun yang membat alkan.”’

Maslahah mursalah merupakan salah satu teori hukum Islam atau bentuk
pemikiran filsafat hukum Islam hasil peninggalan para pakar hukum Islam. Teori
ini muncul dari adanya prinsip maslahat dalam hukum Islam sebagaimana
ditunjukkan oleh al-Qur'an, sunnah/hadis, dan ijtihad/tindakan para sahabat.’®

Maslahah mursalah adalah bagian dari kajian disiplin ilmu usul figh.
Jumhur ulama sependapat, termasuk Imam Malik bahwa maslahah mursalah
hanya berlaku pada bidang mu'amalah/adat. Maglahat mursalah tidak berlaku
pada bidang ibadat.

Jumhur ulama berscpakat bahwa maslahah adalah asas yang baik bagi
dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah
mensyaratkan tentang maslahah ini.*

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa untuk menjadikan mas/ahah mursalah
sebagai dalil. Disyaratkan maslahat tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya,
terdapat ayat, hadis atau ijma’ yang yang menunjukkan bahwa sifat tcrsebut

merupakan 7/at (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat

57 [bid.,
%8 Ibid., him. 148.

%% Sarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam, cet. I (Surabaya: Al-lkhlas, 1993), him.
196.
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yang menadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi
suatu hukum.*

Dengan demikian, Mazhab Hanafi menerima maslahah mursalah scbagai
dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat
dalam nash atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat
yang didukung oleh nash atau ijma'. Penerapan konsep maslalah mursalah di
kalangan Mazhab Hanafi terlihat secara luas dalam metode istihsan. Dalam
istihsan, indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum pada umumnya
adalah maslahah mursalah®'

Mazhab Syafi'i pada dasarnya juga menjadikan maslahat sebagai salah
satu dalil syara'. Akan tetapi, demi memelihara hukum dan berhati-hati Imam
asy-Syafi'l memasukkanya dalam giyas.?? Maslahat harus mengacu pada giyas
yang mempunyai 7/at yang jelas batasannya (mundhabithah).”

Adapun golongan yang paling banyak membentuk hukum berdasarkan
maslahat semata adalah Mazhab Maliki dan Hambali. Mereka bahkan dianggap
sebagai ulama fikih yang banyak dan luas menerapkan konsep ini (maslahah
mursalah). Menurut mereka maslahah mursalah merupakan induksi dari logika
sekumpulan nash, bukan dari nash yang parsial seperti yang berlaku dalam teori

giyas. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas

0 Ensiklopedi, hlm. 1146.
! 1bid
2 Ibid., him. 1147.

65 M. Abu Zahrah, Ushul, him. 433.
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maslahah mursalah itu bersifat pasti sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat

relatif.%*

Imam Malik adalah imam mazhab yang paling banyak menggunakan dalil

maslahah mursalah. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang

dapat dipahami melalui definisi di atas, yaitu:®

L

to

Adanya persesuaian antara mas/ahah yang dipandang sebagai sumber dalil
yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (magasid asy-syari‘ah).
Dengan adanya persyaratan ini, berarti mas/ahah tidak boleh menegasikan
sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang qat,’zf‘Akan
tetapi harus sesuai dengan maslahah-maslahah yang ingin diwujudkan
oleh syari’

Maslahah itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang
sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan
kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.

Penggunaan dalil maslahah ini adalah dalam rangka menghilangkan
kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya mas/ahah
yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan
mengalami kesulitan.

Seperti sudah diuraikan di atas, sumber hukum ini (mas/ahah mursalah)

termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan di antara ulama ahli figh.

Golongan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tidak menganggap masiahah

8 Ensiklopedi, him. 1146.

% M. Abu Zahrah, Ushul, hlm. 427-428.



mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukkannya ke
dalam bab (kategori) Qiyas. Sementara Imam Malik dan golongan Hambaly
berpendapat bahwa maslahah dapat diterima dan dijadikan sumber hukum selama
memenuhi semua syarat-syarat di atas. Sebab pada hakikatnya, keberadaan
maslahah adalah dalam rangka merealisasikan maqasid asy-syari’ (tujuan-tujuan
syari'), meskipun secara langsung tidak terdapat nash yang mvsnguatkannya.66

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa maslahah dapat diterima oleh figh Islam.
dan setiap maslahah wajib diambil sebagai sumber hukum sclama bukan
dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan
dengan nash serta maqasid asy-syari’ (tujuan-tujuan syars). Hanya saja gologan
Syafi'iyah dan Hanafiyah sangat memperketat ketentuan maslahah.®’

Mecnurut Imam al-Qarafy sebagaimana dikutip oleh Abu 7ahrah,
maslahah mursalah bila diselidiki teryata terdapat pada seluruh mazhab. Sebab
mereka ada yang menggunakan pendekatan Qryas dan ada yang mengunakan
pendekatan sifat munasib yang tidak menganggap perlu adanya dalil. Padahal
sebenarnya itulah yang dimaksud dengan maslahah mursalah.®®

Suratmaputra menambahkan dalam Mazhab Hanafi prinsip maslahat
dikembangkan lewat metode istihsan. Untuk itu tidak jarang ditemukan hasil
ijtihad dalam Mazhab Hanafi yang dihasilkan lewat istilisan ternyata dalam

Mazhab Maliki ditemukan lewat maslahah mursalah. Dalam Mazhab Syafi'i,

% Ibid
7 Ibid,, hlm. 433.

8 M. Abu Zahrah, Ushul, him. 434.
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prinsip maslahat dikembangkan lewat metode giyas. Untuk itu tidak jarang
ditemukan hasil ijtihad dalam Mazhab Syafi'i yang ternyata dalam Mazhab
Maliki bersendikan pada maslahah mursalah. Dalam Mazhab Maliki dan
Hambali, prinsip maslahat dikembangkan lewat mas/ahah mursalah. Atas dasar
ini, tidak jarang ditemukan hasil ijtihad dalam kedua mazhab ini yang akhirnya
bertemu dengan metode istihsan Hanafi dan metode giyas Syafi'.%’ Terlepas dari
perbedaan pandangan dan persepsi di atas, yang pasti Imam Malik adalah salah
seorang Imam Mazhab yang banyak menggunakan maslahat.”

Terkait kehujjahan maslahah mursalah, Abdul Wahab Khalaf
menandaskan, bahwa ia memenangkan pendasaran pembentukan hukum atas
maslahah mursalah. Menurutnya, apabila tidak dibuka pintu ini (maslahah
mursalah) maka bekulah (jumud) pembentukan hukum Islam dan tidak dapat
mengikuti roda perputaran zaman dan lingkungan.”'

Berhujjah dengan mas/ahah mursalah tidaklah menghilangkan
kesempurnaan syari'at Islam, tetapi justru dengan mas/ahah mursalah
kesempurnaan dan kelengkapan syari'at Islam serta terealisirnya syari'at demi
kemaslahatan manusia seluruhnya dapat dibuktikan. Apalagi jika keadaan dan

masa serta tempat mereka berbeda-beda.”

% Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat, him. 148
" M. Abu Zahrah, Ushul, hlm. 435

" Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Figh), alih bahasa Moch.
Tolchah Mansoer dan Noer Iskandar Al-Barsany (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), I: 123

2 Sarmin Syukur, Sumber, hlm. 192
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Berpegang kepada maslahah mursalah dalam membina hukum berarti
berpegang kepada asas yang tetap dan kuat. Dalil gath7 telah menetapkan bahwa
maslahah adalah dasar asasi yang didatangkan oleh nash-nash sebagai hukum.
Dengan demikian berpegang kepadanya berarti berpegang kepada ashal syari'at.
Sedang hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan kepadanya merupakan
bagian dari hukum-hukum syari'ah yang telah ditetapkan Allah SWT.
kesempurnaan dan kelengkapannya.73

Jika demikian maka maslahah dapat dikatakan sebagai acuan sentral
dalam penetapan hukum Islam. Demikian sentralnya maslahah itu sehingga
banyak ulama usul yang menyatakan syari’ah itu hanya untuk kemaslahahan para
hamba baik di dunia maupun di akhirat.”

Kcadilan dan berbuat adil itu harus ditegakkan walau terhadap diri
sendiri, begitupun terhadap orang lain. Keadilan merupakan sentral kehidupan
manusia termasuk dalam kehidupan ekonomi.

Keadilan mempunyai banyak petunjuk dalam al-Qur’an, tetapi adil yang
dimaksud dalam Islam bukan berarti bahwa semua orang harus sama kaya atau
sama miskin, melainkan keyakinan pada kearifan ilahi dalam ketaatan manusia
dalam mengatur distribusi hasil pendapatannya sendiri agar terhindar dari

pertentangan kelas, dan meyakinkan mereka yang berada untuk berbagi sesama

7 Ibid., him. 192-193.

7 Zarkasyi, Abdus salam dan Oman Faturrohman SW, Pengantar llmu Ushul Figh dan
Figh (Yogyakarta, Lesfi,1994), hlm. 19.
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kaumnya yang kekurangan, agar tumbuh rasa solidaritas sosial dan mengurangi
jarak antara keduanya.”

Menurut M.Umer Chapra, Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang
berbeda sekali dari sistem-sistem yang berlaku. Ia memiliki akar dalam syari’ah
yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya.
Berbeda dari sistem-sistem sekular yang menguasai dunia dewasa ini, tujuan-
tujuan Islam adalah hukum yang bukan semata-mata bersifat materi. Justru
tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai
kesejahteraan manusia (f2l4h)"® dan kehidupan yang baik, yang memberikan nilai
sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi dan menuntut
suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun
ruhani dari seluruh umat manusia.”’

Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa semua manusia adalah sama
sebagai khalifah dan hamba Tuhan di dunia dan mereka tidak dapat kebahagiaan
dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang
sebenarnya dari seluruh umat manusia melaui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

rubhani dan materi.

> Ahmad Ramzy Tajoeddin, "Ekonomi Islam Suatu Kerangka Berfikir," dalam M.Rusli
Karim (ed), Berbagai Aspek Ekonomi Isiam, cet. 1 (Yogyakarta : PT.Tiara Wacana dan P3EI
UID), hlm. 6.

6 M.Umer Chapra, Is/am, hlm. 8.

7 Ibid.,, hlm. 9.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Library Research, artinya yang
menjadi bahan penelitian adalah data dan materi tertulis, lebih spesifik lagi data
yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu peran pemerintah dalam pasar
bebas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif,”® yakni mendeskripsikan konsep peran
pemerintah dalam sistem pasar bebas, kemudian menganalisis dan
membandingkan dan menilainya melalui perspektif hukum Islam.

3.Tehnik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
mengumpulkan keseluruhan data tentang peran pemerintah dalam pasar bebas,
sejak masa liberalisme klasik sampai era neoliberalisme, meliputi buku karya
Adam Smith dan Milton Friedman yang membahas pasar bebas sebagai sumber
primer, serta buku-buku lain yang membahas pasar bebas baik dari pengarang
muslim maupun non muslim.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun mengunakan pendekatan filosofis, yakni

mencoba melihat persoalan peran pemerintah dalam pasar bebas dengan

menggunakan pijakan dalil filosofis dalam hukum Islam.

® Winarno Surrahkmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Tehnik, cet. VII
(Bandung, Narsito 1990), him.139.
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5. Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah dengan cara berfikir induktif, yaitu
berangkat dari fakta-fakta yang khusus dari konsep peran pemerintah dalam
sistem pasar bebas sejak era Adam Smit sampai aliran neoliberal dan peran
pemerintah menurut Islam. Kemudian akan ditarik kesimpulan umum dengan
mengunakan dalil-dalil filosofis tentang peran pemerintah dalam Islam, dan
selanjutnya akan diinduksikan atau diuji kembali dan selanjutnya dilakukan

penyimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini tertuang dalam lima bab yang secara logis saling
berhubungan.

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan memuat tentang latar belakang
masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian
dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan
referensi dan keaslian penelitian, kerangka teoritik, sebagai landasan berfikir
didasarkan pada teori-teori yang mendukung masalah, dilanjutkan metodologi
penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, mendeskripsikan sejarah pasar bebas secara umum.
pembahasan ini meliputi latar belakang lahimya teori pasar bebas dan
perkembangannya mulai dari era skolastik, merkantilisme, liberalisme klasik

yang dimotori oleh Adam Smith sampai era aliran neoliberal yang dimotori oleh



34

Hayek dan Milton Friedman. Pembahasan ini perlu dicantumkan untuk
mengetahui ihwal pasar bebas dari segi pengertian dan sejarahnya.

Pada bab ketiga, secara khusus memaparkan peran pemerintah dalam
sistem pasar bebas meliputi peran pemerintah dalam liberalisme klasik sampai
aliran neoliberal.

Kemudian pada bab empat merupakan analisis peran pemerintah dalam
sistem pasar bebas ditinjau dari perspektif hukum islam. Bab ini akan mencoba
menganalisis terkait peran pemerintah, kebebasan pasar dan magasid hukum
dengan kaca mata hukum Islam.

Akhimya skripsi ini akan ditutup pada bab lima dengan isi kesimpulan

dan saran-saran yang relevan terkait filosofi dasar hukum Islam.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan tentang peran pemerintah dalam kaitannya dengan pasar
bebas pada beberapa bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap pokok
masalah dapat dirangkum kesimpulan berikut:

Peran pemerintah dalam sistem pasar bebas tidak sejalan dan tidak sesuai
dengan pandangan hukum Islam. karena dalam Islam pemerintah berkewajiban
dan punya tanggung jawab untuk melaksanakan amar ma'‘ruf nahi munkar. Di
samping itu menurut Islam pemerintah juga wajib menunaikan keadilan agar
tercipta keseimbangan dalam masyarakat, sedangkan menurut pasar bebas peran
pemerintah hanya sekadar menjadi alat keamanan dan menyediakan intra struktur
semata agar tercipta akumulasi kapital yang aman dan lancar meski itu hanya
dimiliki oleh segelintir elit pemodal atau penguasa kapital dan pemerintah tidak
boleh ikut mencampuri urusan warga masyarakat, baik dalam urusan ckonomi
maupun yang bersifat privat. Menurut hukum Islam sistem pasar bebas
mengancam keselamatan agama, jiwa, harta, kehormatan dan keturunan. Oleh

sebab itu harus dihindari demi tercapainya kemaslahatan umat

108
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B. Saran-saran

Walaupun kajian tentang pasar bebas sudah banyak dikerjakan, namun
bukan berarti telaah atas masalah ini sudah selesai. Sebab, sebagian besar buku-
buku atau kajian tentang masalah pasar bebas ini masih mengacu pada persoalan
yang lebih umum. Suatu telaah yang lebih khusus, rinci dan detail tentang pasar
bebas sangat dibutuhkan untuk menganalisa sistem yang sedang menggurita ini.
Sebab hal ini sangat dibutuhkan terkait dengan perkembangan ekonomi umat,
khususnya umat Islam. tentunya konsep ekonomi Islam akan bisa lebih kokoh
dan mapan apabila ditunjang dan didukung dengan sesuatu yang lebih ideologis.

Kedua, telaah lebih lanjut tentang pasar bebas juga dibutuhkan karena
yang secara khusus mengkajinya dari sudut pandang hukum Islam masih sedikit.
Ke depan sistem ini dimungkinkan akan menimbulkan berbagai persoalan yang
tentunya menuntut penctapan hukum. Oleh sebab itu, sudah seharusnya
persoalan ini dikaji lebih intens dengan menggunakan analisis hukum Islam
schingga nantinya umat tidak gagap dalam menghadapi pergeseran dan

perubahan zaman.
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Lampiran I:

BABI

TERJEMAHAN

No | Hlm

Fn

Terjemahan

1 7

19

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, apakah agamamu yang
menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang
disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami
memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami.
Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun

_ lagi berakal

26

Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara
mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah,
sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah
kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku
melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan
sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari
yang membinasakan (kiamat)." Dan Syu'aib berkata: "Hai

| kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil,
| dan jamganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak

mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka
bumi dengan membuat kerusakan."

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

| kepadamu.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.

37

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di
muka bumi"., Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau
dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu




ketahui". Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama
(benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya
kepada para Malaikat lalu berfirman: "sebutkanlah kepada-
Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang
yang benar!

BABII

No | Hlm Fn | Terjemahan

1 43 22 | Manusia hampir selalu membutuhkan bantuan dari
saudaranya, dan sia-sia baginya jika ia mengharapkan
bantuan itu hanya berdasarkan sikap benevolent mereka.
Bantuan itu tampaknya akan bisa diperoleh seandainya ia
mengusik cinta diri mercka dari kepentingannya dan
mempetlihatkan kepada mereka bahwa adalah demi
kemaslahatan mereka jika mercka melakukan baginya apa
yang ia butuhkan dari mereka. Siapapun yang mengajukan
tawaran jenis apapun kepada orang lain, berniat
melakukan hal ini. Berikan padaku apa yang saya
| | l | inginkan, dan anda akan memperoleh dariku apa yang
anda butuhkan. Itulah makna dari setiap tawaran seperti
itu, dengan cara inilah kita memperoleh dari orang lain
| | | iauh lebih banyak barang-barang yang kita butuhkan.

2 | 43 24 | Jika semua sistem preferensi dan hambatan dihapus sama |
sekali, maka akan terciptalah sistem kebebasan kodrati
yang jelas dan sederhana sebagaimana adanya. Setiap
orang sejauh tidak melanggar hukum-hukum kcadilan,
dibiarkan  bebas  sepenuhnya untuk  mengejar
kepentingannya sesuai dengan caranya sendiri, dan untuk
membawa industri dan modalnya dalam persaingan
dengan industri dan modal dari orang lain, atau dari
kelompok lainnya.

3 45 27 | Penggalakkan ckspor dan pengurangan impor, adalah dua
mesin yang dimaksudkan oleh sistem merkantilis untuk
memperkaya setiap negeri

4 46 32 | Dan dalam hal ini, sebagaimana dalam banyak hal lainnya,
ia dibimbing oleh tangan tak kelihatan untuk mencapai
tujuan yang bukan menjadi maksudnya

Terjemahan -

Dacrah kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Tugas
utamanya adalah melindungi kemerdekaan kita, baik
terhadap musuh-musub dari luar maupun terhadap sesama

II



Lampiran II:

BIOGRAFI TOKOH

Adam Smith (1723-1790)

Adam Smith lahir di kota Kirkcaldy, kota kecil di dekat Edinburgh, Skotlandia
pada tahun 1723. Ayahnya adalah pengacara dan pengawas keuangan bea
nasabah. Pemikirannya dibukukan dalam The Wealth of Nations. Buku ini
mengambarkan peran pemerintah yang tepat dalam mengembangkan
perekonomian dan bagimana pemerintah dapat meningkatkan pendapatan dengan
cara yang terbaik. Karya-karya Smith: The Theory of Moral Sentiment (1759),
Lectures on Justice, Police, Revenue, and Arms (catatan mahasiswa tahun 1763),
dan An Inquiry into the Nature and Causcs of the Wealth of Nations (1776).

Milton Friedman (1912- )

Friedman lahir dari keluarga Yahudi imigran yang miskin di Brooklyn, New York
pada tahun 1912, Orang tuanya adalah imigran dari Kerajaan Austro-Hongaria.
Setelah Friedman lahir, orang tuanya pindah ke Rahway, New Jersey, dan di
tempat inilah Friedman tumbuh. Karya-karya Friedman: Capitalism and
Freedom, Tyranny of the Status, Money Mischief. Episodes in Monctary History,
dan lain-lain.

Friedrich Hayek (1899-1992)

Hayek lahir di Vienna pada tahun 1899. Kakeknya adalah kawan dari ahli
ckonomi Austria, Bohm-Bawerk; ayahnya dididik sebagai dokter dan kemudian
menjadi Profesor Botani di Universitas Vienna. Semasa Perang Dunia I Hayek
bekerja di kesatuan tentara Austria di garis depan. Setelah kembali dari perang ia
masuk ke Universitas Vienna dan mendapat dua gelar doctor: satu di bidang
hukum (1921) dan satunya lagi di bidang ilmu politik (1923). Karya-karya
Hayek: Prices and Production (1931), Monetary Theory and the Trade Cycle
(1933), The Pure Theory of Capital, The Road to Serfdom (1944), dan lain-lain.

Jean Baptiste Say (1767-1832)

JB. Say berasal dari Perancis. Ia berasal dari kalangan pengusaha bukan
akademis. Kontribusi Say yang paling besar terhadap aliran klasik ialah
pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan
permintaanya sendiri. Hukum Say tersebut didasarkan pada asumsi bahwa nilai
produksi selalu sama dengan pendapatan. Karya-karya Say: Traite d'Economie
Politique (1930).

John Maynard Keynes (1883-1946)

Keynes lahir di Cambridge, Inggris, pada tahun 1883. Ayahnya adalah panitera di
Universitas Cambridge dan seoarng ahli ekonomi dan filsafat di universitas
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tersebut. Ibunya adalah pegawai di Cambridge. Keynes dididik di sekolah terbaik
di Inggris—FEton and King's College. Di Cambridge ia belajar sastra klasik dan
filsafat kepada G.E. Moore, ilmu matematika kepada Alfred North Whitehead
dan ilmu ekonomi kepada Alfred Marshall. Keynes menjadi anggota kelompok
aksklusif intelektual Cambridge, yang kemudian menjadi kelompok Bloomsbury.
Termasuk dalam kelompok ini adalah tokoh-tokoh sastra dan seniman, seperti
Virginia Woolf, E.M. Foster, dan Lytton Strachey. Karya Keynes: The General
Theory of Employment, Interest and Money, The Collected Writings of John
Maynard Keynes.

John Stuart Mill (1906-1973)

Mill lahir di London tahun 1806. Ayahnya, James Mill, adalah ahli sejarah
terkenal. Mill merupakan figur transisional penting dalam ilmu ekonomi. Dalam
beberapa aspek ia adalah bagian dari mazhab klasik. Karya-karya Mill: Essays on
Some Unsettled Questions of Political Economy (1844), On Liberty (1859),
Utilitarianism (1863), dan lain-lain.

David Ricardo (1772-1823)

Ricardo lahir di London tahun 1772, dari kelurga Yahudi yang kaya.
Pendidikannya disiapkan untuk mengikuti jejak ayahnya dalam dunia
perdagangan dan keuangan. la berusaha memahami bagaimana kue ckonomi
dibagi antara sewa, upah dan laba; ia juga berusaha memahami prinsip-prinsip
vang menyebabkan ekonomi tumbuh dan menurun. Ricardo melihat perdagangan
bebas internasional sebagai kekuatan penting yang membawa k¢ pertumbuhan
ckonomi yang lebih besar. Karya-karya Ricardo: Works of David Ricardo.
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